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ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan suatu tindak pidana vang luar biasa ( ekstra ordinary
—rime ) dan sangat sulit untuk dibuktikan, oleh karena itu butuh penanganan vang luar biasa
oulz dalam menghadapi tindak pidana korupsi. Salah satu upaya pembuktian yang digunakan
“zlam perkara tindak pidana korupsi adalah dengan menggunakan sistem pembalikan beban
cembuktian. Dalam  sistem ini, yang memiliki kewajiban pembuktian adalah seorang
‘ersangka  atau  terdakwa/penasihat hukum, dimana seorang tersangka wajib untuk
membuktikan bahwa harta benda serta kekayaannya bukan merupakan hasil dari tindak
midana. Permasalahan yang dibahas adalah: 1) Bagaimanakah sistem pembalikan beban
rembuktian dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo
" ndang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2)
“pakah sistem pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-
“ndang No. 31 tahunl999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan
“indak Pidana Korupsi bertentangan dengan asas praduga tak bersalah ( presumption of
smocence ) yang dianut oleh KUHAP. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan
sundis normatif, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap peraturan Perundang-undangan
+zng berhubungan dengan pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi. Dari
“=s1l penelitian dapat distimpulkan bahwa sistem pembalikan beban pembuktian dalam tindak
~dana korupsi menurut Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun
~201 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sistem pembalikan beban
sembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang. Selanjutnya, sistem pembalikan beban
sembuktian dalam tindak pidana korupsi merupakan suatu sistem yang menyimpang dari asas
sraduga tak bersalah ( preswmption of innocence ) yang dianut oleh KUHAP, karena dalam
wstem ini seorang tersangka/terdakwa dibebani kewajiban pembuktian mengenai asal usul
==tz benda serta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Maka secara tidak
amgsung sescorang  telah dianggap bersalah telah melakukan tindak pidana. Walaupun
serientangan. sistem pembalikan beban pembuktian ini dapat diterapkan. mengingat tindak
siizna Korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa dan butuh upaya luar biasa pula
“zlam menanganinya. Sebagaimana tujuan dari hukum pidana vaitu untuk mencari kebenaran
==teril. Adapun saran bagi penegak hukum untuk kedepannya adalah sistem pembalikan
scban pembuktian dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 21
“2hun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mesti diterapkan dalam praktek
szar dapat mengurangi dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia.
“rperlukan adanya pengaturan hukum yang lebih jelas terhadap sistem pembalikan beban
sembuktian dalam tindak pidana korupsi dan sosialisasi terhadap sistem pembalikan beban
s=mbuktian oleh aparat penegak hukum untuk menghindari terjadinya pemahaman vang
sz zh terhadap sistemn tersebut.




BAB 1

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara
Sersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum
dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hukum menetapkan apa yang harus
dilakukan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak
dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan
fukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat kelengkapan negara untuk bertindak
menurut hukum.'

Diantara bentuk upaya penegakan hukum di Indonesia saat ini adalah pemberantasan
undak pidana korupsi, karena perbuatan korupsi sangat merugikan negara atau perekonomian
negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga perlu diadakan tindakan tegas
dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk menjamin adanya kepastian hukum di Indonesia diundangkanlah Undang-undang
rang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Undang-undang Nomor 3

Tahun 1971. Undang-undang tersebut dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan

' Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi | edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm |




kebutuhan hukum dalam masyarakat pada saat sekarang ini. Berdasarkan hal tersebut lahirlah
Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang
merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan ditengah masyarakat yang semakin
lama semakin berkembang. Seiring dengan perkembangan masyarakat maka diadakanlah
perubahan terhadap Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut dengan Undang-undang

Nomor 20 Tahun 2001,

Dalam UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak
cidana korupsi Pasal 2 ayat ( 1 ) dinyatakan bahwa Setiap orang vang secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara
scumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua
7uluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling

sanvak Rpl.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang terorganisasi dan jangkauannya tidak
“=rbatas bahkan mencakup batas lintas teritorial transnasional, disamping pencucian uang,
serdagangan manusia, penyelundupan imigran dan penyelundupan senjata api. Demikian
sunyi ketentuan dalam Konvensi Kejahatan Transnasional Terorganisasi. Konvensi tahun
=0 ini sudah ditandatangani namun belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, sedangkan
*onvensi Anti Korupsi tahun 2003 telah diratifikasi dengan Undang-undang nomor 7 tahun

006"

* Romli Atmasasmita, 2006, Pembalikan Beban Pembuktion Dalam Kasus Korupsi, Arikel Hukum
Fifma hitpyfwww. legalitas.org/eategory/kategori-artikel/artikel-hukum-pidana?page=11




BAB 1V

PENUTUP

A, Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan

beberapa hal sebagai berikut:

[ Sistem pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-
undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi merupakan sitem pembalikan  beban
pembuktian  yang bersifat terbatas atau berimbang. Maksud dari terbatas atau
berimbang adalah sistem pembalikan beban pembuktian hanya dapat diterapkan
terhadap delik gratifikasi yang berkaitan dengan suap dan bukan terhadap delik-delik
lainnya dalam tindak pidana korupsi. Delik-delik lainnya tertuang dalam Pasal 2
sampai dengan Pasal 16 beban pembuktiannya tetap berada pada jaksa Penuntut
Umum. Akan tetapi, apabila terdakwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum
dianggap terbukti melakukan pelanggaran salah satu dari delik tersebut dan dikenakan
perampasan terhadap harta bendanya, terdakwa wajib membuktikan berdasarkan
sistemn pembalikan beban pembuktian bahwa harta bendanva bukan berasal dari tindak
pidana korupsi. Sedangkan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian vang dikatakan
berimbang maksudnya adalah apabila seorang tersangka mampu untuk membuktikan
bahwa ia tidak bersalah, maka jaksa penuntut umum tetap berkewajiban untuk

membuktikan dakwaannya, Hal ini berarti bahwa tersangka dan penuntut umum sama-
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